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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  02/G/2011/  PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  yang  

memer iksa ,   memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  

acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  

ber i ku t ,  da lam  perka ra  

anta ra  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Drs.  DJAHIRAM SINAGA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Wiraswasta  Tempat  Tingga l  J l .  

Budi  Utomo  3  No.  30  RT/RW :  005/002  

Kelu rahan ,  Ber ing i n  Raya,  Kecamatan  

Muara  Bangkahu lu ,  Kota  

Bengku lu  ; - - - - - - -

Dalm  Hal  in i  member ikan  kuasa  

Ins iden t i l  kepada:……………………………………………………

Benny  Antony  Girsan  Sinaga,  S.E. ,  

kewarganegaraan  Indones ia  Peker jaan  PNS 

Pemda Prov ins i  Bengku lu ,  bera lamat   J l .  

Budi  Utomo  3  No.  30  RT/RW :  005/002  

Kelu rahan  Ber ing i n  Raya,  Kecamatan  
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Hal aman 1 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Muara  Bangkahu lu ,   Kota  Bengku lu ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  tangga l  11 

Januar i  2010,  dan  Penetapan  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  

Nomor  :  02/G/2011 /PTUN- BKL  tangga l  17 

Januar i  2011  ten tang  iz i n  Kuasa  

Ins idend t i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

……………………..PENGGUGAT;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELEBAR KOTA 

BENGKULU selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  

Ikrar  Wakaf  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  

Penggant i  Ikrar  Wakaf ,  Berkedudukan  d i  

Kecamatan  Selebar  Kota  

Bengku lu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i……………….

……….TERGUGAT;

Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Bengku lu  te rsebu t  

;  - - - - - - - - - - - - -  

1. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  

2
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Hal aman 2  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKLUsaha  Negara  Bengku lu   Nomor  :  

02/PEN/201 1/PTUN.BKL.  tangga l  10  Januar i   2011 

ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara   Bengku lu  Nomor  :  

02/Pen- P.Pers /201 1/PTUN.BKL.  tangga l  13  Januar i  

2011 ten tang  har i  dan  tangga l  Pemer iksaan  

Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Bengku lu  Nomor  :  02/ G/201 1/PTUN.BKL 

tangga l  17  Januar i   2011 ten tang  Iz i n  Kuasa 

Ins iden t i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara   Bengku lu  Nomor  :  

02/Pen - HS/201 1/PTUN.BKL.  tangga l  02  Februar i  2011 

ten tang  har i  dan tangga l  Sidang  ;  - - - - - - - - - -

5. Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  

dan  Pers idangan  da lam  perka ra  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 3  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

- - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  

gugatan  te r t angga l   10  Januar i  2011,   dan  te rda f t a r  

d i  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu  pada  tangga l  10  Januar i  2011,  da lam 

Regis te r  Perkara  Nomor  02/G/2011 /PTUN- BKL dan  te l ah  

d ipe rba i k i  pada  tangga l   02  Februar i  2011,  dengan  

mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun yang  menjad i  Objek  gugatan  ada lah  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (SKEP- TUN)  ya i t u  Sura t  

Akta  Ik ra r  Wakaf  ( IAW)  Nomor  :  319/W2  Tahun  2009  

tangga l  05  Nopember  2009  dan  Akta  Penggant i  Ik ra r  

Wakaf  ( (APAIW)  Nomor  :  320/W3 Tahun  2009  tangga l  05  

Nopember  2009  yang  d i t e rb i t k an  o leh  p ihak  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penerb i t an  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(SKEP- TUN)  ya i t u  Sura t  Akta  Ik ra r  Wakaf  ( IAW)  

Nomor  :  319/W2 Tahun  2009  tangga l  05  Nopember  2009  

dan  Akta  Penggant i  Ik ra r  Wakaf  ( (APAIW)  Nomor  :  

4
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320/W3  Tahun  2009  tangga l  05  Nopember  2009  oleh  

Kepala  Kanto r  Urusan  Agama  (KUA)  se laku  Pejaba t  

Pembuat  Akta  Ik ra r  Wakaf  (PPAIW)  Kecamatan  Selebar  

Kota  Bengku lu  te rsebu t ,  p ihak  Penggugat  pero leh  

secara  resmi  sewaktu  menghadi r i  s idang  di  Bidang  

Profes i  dan  Pengamanan  (B id .  Propam)  Kepol i s i an  

Daerah  (POLDA)  Bengku lu ,  tangga l  21  Desember  2010  

(sura t  pangg i l an  tangga l  18  Desember  2010,  

( te r l amp i r )  ;  ya i t u  s idang  perka ra  yang  masih  ada  

kete rka i t an  lapo ran  p ihak  Penggugat  atas  t i ndak  

p idana  pengerusakan  o leh  Rohani  Al ias  Yeni  te rhadap  

tanah  hak  mi l i k  Penggugat  Pr ins i pa l  atau  merupakan  

Bapak  kandung  pihak  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  dasar  dan  a lasan  dalam  gugatan  

in i  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :………………………………………………………………

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa  Penggugat  memi l i k i  seb idang  tanah  yang  

te r l e t a k  d i  Ja lan  Perumdam  RT.  09  RW.  03 

Kelu rahan  Kandang Mas,  Kecamatan  Kampung Melayu ,  

ukuran  tanah  se luas  1716  M2  (P=78m;  L=22m)  

dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan Ja lan ;

5
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Hal aman 4  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan Ja lan ;

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan tanah  Batman;

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan tanah  Dars iko ;

Tanah  te rsebu t  Penggugat  pero leh  dar i  pembel i an  

dengan  menggant i  rug i  tanah  garapan  atas  nama 

Basru l  Ser ro  pada tahun  1989 (kw i t ans i  pembel i an  

pada  tangga l  29  Oktober  1989,  

(Ter l amp i r ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  supaya  memenuhi  persya ra tan  kepemi l i k an  

untuk  mengajukan  pembuatan  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  

atas  tanah  te rsebu t ,  Penggugat  te lah  mempero leh  

Sura t  Keterangan  Tanah  dar i  Lurah  Kandang  Mas 

Nomor  :  593.2 / I I / KM/PLM/2006  tangga l  24  Oktober  

2006,  tangga l  26 September  2006,  Lurah  Kelu rahan  

Kandang  Mas yang  d ike tahu i  o leh  Camat  Kecamatan  

Kampung  Melayu  dengan  Nomor  :  

593.2 / I I / KM/PEM/2006,  tangga l  04  Oktober  

2006; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  di  atas  tanah  mi l i k  p ihak  Penggugat  

te rsebu t ,  k i ra - k i ra  pada tahun  1996 ada d ibangun  

6

6
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pondas i  rumah buat  rencana  tempat  t i ngga l ,  akan  

te tap i  berhubung  karena  keadaan  ekonomi  

Penggugat  maka  rencana  untuk  pembangunan  rumah 

tempat  t i ngga l  d i  atas  pondas i  dan  tanah  

te rsebu t  t i dak  dapat  d i l an j u t k an .  Sampai  saat  

in i ,  pondas i  rumah te rsebu t  masih  ada  dan  tanah  

te rsebu t  masih  te tap  d ikuasa i  dan  d iu rus  bahkan  

ada  beberapa  bagian  tanah  te rsebu t  te lah  

Penggugat  jua l  ke  beberapa  p ihak  pembel i  dan  

sebag ian  pihak  pembel i  te rsebu t  sudah  ada  

memi l i k i  Sura t  Kete rangan  Tanah 

(SKT) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa oleh  karena  d ia tas  tanah  te rsebu t  te l ah  

d i t e rb i t k an  Akta  Wakaf   (A IW)  Nomor  319/W2 Tahun  

2009 tangga l  05 Nopember  2009 dan Akta  Penggant i  

Ik ra r  Wakaf  (APAIW)  nomor  :  320/W3/Tahun  2009,  

pada  tangga l  05  Nopember  2009   oleh  pihak  

Tergugat ,  se laku  Kepala  Kanto r  Urusan  Agama 

(KUA)  yang  juga  merupakan  Pejaba t  Pembuat  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (PPAIW)  Kecamatan  Selebar  Kota  

Bengku lu ,  maka  p ihak - pihak  pengurus  Al - Ba’an i  

yang  te rka i t  penga juan  te r t e r a  d i  dalam  Sura t  

Akta  Ik ra r  Wakaf  te rsebu t  kemudian  menjad ikan  

7
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dasar  untuk  mengkla im  atau  mengaku- mengaku  

bahkan  berupaya  melakukan  penyerobo tan  te rhadap  

seb idang  tanah  kosong  mi l i k  p ihak  Penggugat  

mela lu i  cara  pengrusakan ,  mendi r i k an  pondok  buat  

Yayasan  Al - Ba’an i  dan mengundang Pejaba t - pe jaba t  

Daerah  dengan  alasan  peresmian  Yayasan  Al  

Ba’an i ,  d imana  sepengetahuan  pihak  Penggugat  

bahwa yayasan  te rsebu t  sudah  lama  ada  diben tuk  

atau  sebe lum  tahun  di te rb i t k annya  Sura t  Akta  

Wakaf  oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  se lama  in i  p ihak  Penggugat  t i dak  

mengetahu i  te l ah  ada  te r j ad i  penerb i t an  Sura t  

Akta  Wakaf   (A IW)  Nomor  :  319/W2  Tahun  2009  

tangga l  05  Nopember  2009  dan  Akta  Penggant i  

Ik ra r  Wakaf  (APAIW)  nomor  :  320/W3/Tahun  2009,  

pada  tangga l  05  Nopember  2009   oleh  pihak  

Tergugat ,  se laku  Kepala  Kanto r  Urusan  Agama 

(KUA)  yang  juga  merupakan  Pejaba t  Pembuat  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (PPAIW)  Kecamatan  Selebar  Kota  

Bengku lu ,  seh ingga  saat  in i ,  p ihak  Penggugat  

te lah  merasa  di rug i kan  karena  pihak  Penggugat  

8
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t i dak  bisa  mengajukan  permohonan  penerb i t an  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  dan  juga  te lah  

menghambat  proses  pengurusan  sura t - sura t  tanah  

o leh  pihak  pembel i  beberapa  bag ian  tanah  

te rsebu t .  Dalam  hal  perbua tan  in i ,  sudah  

memenuhi  unsur - unsur  melanggar  Keten tuan  Pasal  

53 ayat  (1 ) ,  Undang- Undang nomor  :  5 Tahun 1986,  

Jo.  Undang- Undang  Nomor  :  9  tahun  2004  Jo  

Undang- Undang  Nomor  :  51  tahun  2009,  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  

Tergugat  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasal  53 Ayat  

(2 )  a,  b,  dan  c  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  

1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo.  

Undang- Undang  Nomor   51  Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  khususnya  huru f  c  

ya i t u  “Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  pada  

waktu  mengeluarkan  Keputusan  sebaga imana  

d imaksud  dalam ayat  (1 )  sete lah  mempert imbangkan  

semua  kepent i ngan  yang  te rsangku t  dengan  

Keputusan  i t u  seharusnya  t i dak  sampai  pada  

pengambi lan  atau  t i dak  mengambi l  

Keputusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -

7. Bahwa  Penggugat  dalam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  berupa  Akta  Wakaf   (A IW)  Nomor  319/W2 

Tahun  2009  tangga l  05  Nopember  2009  dan  Akta  

Penggant i  Ik ra r  Wakaf  (APAIW)  nomor  :  

320/W3/Tahun  2009,  pada tangga l  05 Nopember  2009  

o leh  p ihak  Tergugat ,  se laku  Kepala  Kanto r  Urusan  

Agama (KUA)  yang  juga  merupakan  Pejaba t  Pembuat  

Akta  Ik ra r  Wakaf  (PPAIW)  Kecamatan  Selebar  Kota  

Bengku lu  te rsebu t  t i dak  cermat  atau  t i dak  te l i t i  

karena  t i dak  memperhat i kan  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor   42  Tahun  

2006,  ten tang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  :  

41  Tahun  2004  ten tang  Wakaf ,  Paragra f  2,  Pasa l  

34  ta ta  cara  pembuatan  Akta  Ik ra r  Wakaf  ( IAW)  

benda  t i dak  bergerak ,  d i l aksanakan  sebaga i  

ber i ku t  pada huru f  (a ) .  Sesuai  dengan perundang-

undangan,  dan  huru f  (b )  Pejaba t  Pembuat  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (PPAIW)  menel i t i  ke lengkapan  

persya ra tan  admin is t r a s i  perwakafan  dan  keadaan  

f i s i k  benda  wakaf ,  adapun  syara t - syara t  untuk  

pengurusan  sura t  akta  wakaf ,  sebaga imana  dia tu r  

d ida lam  BAB  IV .  Tata  Cara  pendaf ta ran  Har ta  

10
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Benda  Wakaf ;  paragraph  1  (sa tu )  Har ta  Benda  

Wakaf  t i dak  bergerak ,  pada  Ayat  dan  huru f ,  

sebaga i  

ber i ku t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 ) .  Pendaf ta ran  har ta  benda  wakaf  t i dak  

bergerak  berupa  tanah  d i l aksanakan  Akta  Ik ra r  

Wakaf  (A IW)  dan  Akta  Penggant i  Akta  Ik ra r  Wakaf  

(APAIW); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) .  Sela in  persya ra tan  sebaga imana  d imaksud  

pada  Ayat  (1 )  huru f ,  d i l amp i r kan  persyara tan  

sebaga i  ber i ku t  :

a.  Ser t i f i k a t  hak  atas  tanah  atau  ser t i f i k a t  

mi l i k  atas  satuan  rumah  susun  yang  

bersangku tan  atau  tanda  bukt i  kepemi l i k an  

tanah  

la i nnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

b.  Sura t  pernya taan  yang  bersangku tan  bahwa 

tanahnya  t i dak  da lam  sengketa ,  perka ra ,  

s i t aan  dan  t i dak  d i j am inkan  yang  d ike tahu i  

11
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oleh  Kepala  Desa  atau  Lurah  atau  sebutan  

la i n  yang  set i ngka t ,  yang  diperkua t  oleh  

Camat  setempat ; - - - - - - - - - -

c .  Iz i n  dar i  Pejaba t  yang  berwenang  sesua i  

keten tuan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  da lam 

hal  tanahnya  dipero l eh  dar i  ins tans i  

Pemer in tah ,  Pemer in tah  Daerah,  BUMN/BUMD, 

dan  Pemer in tah  Desa  atau  sebutan  la i n  yang  

set i ngka t  dengan  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Iz i n  dar i  pejaba t  b idang  per tanahan  apabi l a  

dalam  ser t i f i k a t  dan  keputusan  pember ian  

haknya  diper l ukan  iz i n  

pelepasan/pe ra l i h an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e.  Iz i n  dar i  pemegang  hak  penge lo l aan  atau  hak  

mi l i k  dalam  ha l  hak  guna  bangunan  atau  hak  

yang  d iwakafkan  di  atas  hak  penge lo laan  atau  

hak  

mi l i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
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8. Bahwa  da lam  hal  gugatan  in i ,  p ihak  Penggugat  

t i dak  mempermasalahkan  baga imana  nia t  awal  atas  

pengurusan  wakaf  oleh  p ihak  pengurus  Yayasan  Al -

Ba’an i  berupa  Sura t  Akta  Wakaf  akan  te tap i  in t i  

persoa lan  sengketa  prosudur  atau  ta ta  cara  

mewakafkan  dan  pendaf ta ran  te rhadap  objek  wakaf  

tanah  yang  diwakafkan  berupa  seb idang  tanah  

kosong  yang  ada lah  merupakan  mi l i k  p ihak  

Penggugat ,  berdasarkan  adanya  penerb i t an  Sura t  

Akta  Ik ra r  Wakaf  o leh  pihak  Tergugat  se laku  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  hal  in i  sebaga imana  

te lah  dia tu r  di  da lam Undang- Undang  Nomor  :  41  

tahun  2004  ten tang  wakaf ,  BAB VI I .  Penye lesa ian  

sengketa  Pasa l  62  ayat  (1 )  dan  (2 ) .  Adapun  

persoa lan  sah  atau  t i dak  sahnya  ada lah  merupakan  

yur i sd i k s i  Pengad i l an  Agama,  akan  te tap i  

masalah- masalah  yang  secara  nyata  menyangkut  

kompetens i  perad i l an  yang  bakan  kompetans i  

Perad i l an  Agama maka dise lesa i kan  oleh  Perad i l an  

yang  bersangku tan  ha l  in i  dapat  di l i h a t  pada  

Per tu ran  Pemer in tah  yang  masih  te tap  ber laku  

ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  28  Tahun  

1977,  Bagian  Kedua,  ten tang  Penyelesa ian  

13
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Perse l i s i h an  Perwakafan  Tanah 

Mi l i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa dar i  a lasan- alasan  te rsebu t  di  atas ,  p ihak  

Penggugat  sangat  di rug i kan  dengan  di te rb i t k annya  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  o leh  p ihak  Tergugat  

dalam  kapas i t asnya  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  te lah  menerb i t kan  Akta  Ik ra r  Wakaf  

(A IW)  Nomor  :  319/W2  Tahun  2009  tangga l  05 

Nopember  2009  dan  Akta  Penggant i  Ik ra r  Wakaf  

(APAIW)  Nomor  :  320/W3  Tahun  2009  tangga l  05 

Nopember  2009   yang  di te rb i t k an  secara  t i dak  

cermat  dan  sewenang- wenang  oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  Selan ju t nya  Penggugat  Mohon  Kepada  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Bengku lu ,  

yang  memer iksa ,  memutuskan  dan  menyelesa i kan  

sengketa  in i  agar  member ikan  putusan  sebaga i  

Ber i ku t  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  p ihak  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - -

14
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2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  ya i t u  Sura t  Akta  Wakaf   (A IW)  

Nomor  :  319/W2  Tahun  2009  tangga l  05  Nopember  

2009  dan  Akta  Penggant i  Ik ra r  Wakaf  (APAIW)  

nomor  :  320/W3/Tahun  2009,  pada  tangga l  05 

Nopember  

2009   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  pihak  Tergugat  mencabut   Akta  Wakaf  

(A IW)  Nomor  319/W2  Tahun  2009  tangga l  05 

Nopember  2009  dan  Akta  Penggant i  Ik ra r  Wakaf  

(APAIW)  nomor  :  320/W3/Tahun  2009,  pada  tangga l  

05 

Nopember  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4. Membebankan  kepada  Tergugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  dalam  sengketa  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Demik ian  gugatan  in i  Penggugat  ajukan  dengan  

sebenar - benarnya  dalam keadaan  aka l  dan pik i r an  yang  

sehat  waal ’ f i a t . ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  
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te rsebu t ,  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  

te r t angga l  07  Februar i  2011,  yang  is i nya  berbuny i  

sebaga i  

ber i ku t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa  pihak  Tergugat  mengeluarkan  Akta  Ik ra r  

Wakaf  nomor  :  319/W2/ tahun  2009  tangga l  05 

Nopember  2009,  dan  Akta  Penggant i  Ik ra r  Wakaf  

Nomor  :  320/W3/Tahun  2009,  pada  tangga l  05 

Nopember  2009,  Akta  te rsebu t  dike lua r kan  atas  

wakaf  seb idang  tanah  pada  saat  in i  te r l e t a k  di  

RT.  09 Kelu rahan  Kandang Mas,  Kecamatan  Kampung 

Melayu  dan  pada  waktu  pembuatan  akta  jua l  bel i  

tanah  te rsebu t  masih  masuk  Kecamatan  Talang  

Empat  Desa  Kandang,  dengan  ukuran  :  440  M2 

(P.40  M, L.  22 M) sesua i  dengan  akta  jua l  bel i  

Nomor  :  66/PPAT/T lg  IV /1982  te rhadap  tanah  

mi l i k  adat  Nomor  42/SK/1981  (a tas  nama Swani  

Adjun ,  

SH)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :

16
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Hal aman 11  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

- Sebelah  Timur  berba tas  dengan  tanah  kap l i ng  

Khai rud i n ;

- Sebelah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  kap l i ng  

Zainu l  B;

- Sebelah  Utara  berba tas  dengan  tanah  kap l i ng  

Syahr i a l ;

- Sebelah  Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Ja lan  

PI I ;

Dan  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  Nomor  :  

25/PPAT/T lg  IV /1982  dengan  ukuran  :  440  M2 

(P  :  40 M, L :  22 M).  (a tas  nama  Swani  Adjun ,  

SH); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :……………………………..

- Sebelah  Timur  berba tas  dengan  tanah  kap l i ng  

Khai rud i n ;

- Sebelah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  kap l i ng  

Sut r i sno  Suj i ;

- Sebelah  Utara  berba tas  dengan  tanah  kap l i ng  M 

Hud;

- Sebelah  Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Ja lan  

Gang;

2. Bahwa  dida lam  Akta  Ik ra r  Wakaf  te rsebu t  yang  

17
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ber t i ndak  sebaga i  penge lo l a  tanah  wakaf  

te rsebu t  ada lah  Yayasan  Al  Ba’an i  secara  

organ isas i  yang  d iwak i l i  o leh  Ketua  Yayasan  Al  

Ba’an i  pada  saat  in i  ya i t u  Ibu  Rohani .  Dalam 

hal  in i  p ihak  yayasan  melampi rkan  Akta  

Pendi r i an  Yayasan  dengan  Nomor  :  22 tangga l  09 

Desember  1998.  Dar i  Notar i s   :  Ichsan  Tedja  

Buana; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa pada  BAB I  Pasa l  1 Poin t  3 Undang- Undang  

Nomor  :  5 tahun  1986  Jo.  Undang- Undang Nomor  :  

9 Tahun 2004 Jo.  Undang- Undang Nomor :  51 Tahun  

2009  ten tang  Perd i l an  Tata  Usaha  Negara  

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  

Penetapan  te r t u l i s  yang  d ike lua rkan  o leh  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  yang  ber i s i  

Tindakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  Perundang- Undangan  yang  ber laku  

yang  bers i f a t  Kongkr i t ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  seseorang  

atau  Badan Hukum Perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa pada  Pasal  2,  menyatakan  t i dak  te rmasuk  

dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menuru t  

Undang- Undang in i  pada poin t  (a )  Keputusan  Tata  

18

18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 13  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Usaha  Negara  yang  merupakan  perbuatan  Hukum 

Perda ta ,  dan pada po in  (c )  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  masih  memer lukan  

perse tu j uan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  te rb i t n ya  Akta  Ik ra r  Wakaf  dan  Akta  

penggant i  Ik ra r  Wakaf  i t u  belum bers i f a t  f i na l  

dan  masih  memer lukan  proses  pendaf ta ran  kepada  

Ins tans i  yang  berwenang  sesua i  dengan  Pasal  

(32 ,  33,  34)  Undang- Undang Nomor  41 Tahun 2004.  

Dan  ta ta  cara  pendaf ta ran  benda  wakaf  t i dak  

bergerak  sesua i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  :  42  Tahun  2006  BAB IV  Pasal  38  Ayat  

1; - - - - - - -

6. Proses  te rb i t n ya  Akta  Ik ra r  Wakaf  (A IW)  dan  

Akta  Penggant i  Akta  Ik ra r  Wakaf  (APAIW)  sudah  

te rpenuh i  berdasarkan  Pera tu ran  Undang- Undang 

Nomor  :  42  Tahun 

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa se lan ju t nya  pihak  Tergugat  mohon  kepada  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu ,  mela lu i  

Maje l i s  Hakim untuk  menolak  gugatan  in i  sesua i  

dengan  BAB I  Pasal  I I  Poin t  3  Undang- Undang 

Nomor  :  5 tahun  1986  Jo.  Undang- Undang Nomor  :  

19
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9 Tahun 2004 Jo.  Undang- Undang Nomor :  51 Tahun  

2009  ten tang  Perd i l an  Tata  Usaha  Negara .  Dan 

sengketa  perwakafan  bag i  para  pihak  yang  

te rka i t  dengan  Wakaf  wewenang  Pengadi l an  Agama 

sesua i  dengan  Pasal  62  ayat  1  dan  2  Undang-

Undang  Nomor  :  41  Tahun 

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Demik ian  jawaban  dar i  Tergugat ,  apab i l a  Hakim 

berpendapat  la i n ,  mohon  keputusan  yang  sead i l -

adi l nya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat   te lah  menyampaikan  

Repl i k  atas  Jawaban  Tergugat  tangga l  01  Maret  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  menyatakan  t i dak  menyampaikan  Dupl i k  dan  

te tap  pada  dal i l - da l i l  jawabannya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya  Penggugat   te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  berupa  fo to  copy  yang  te l ah  di l ega l i s i r ,  

bermate ra i  cukup,  dan  te l ah  d ibe r i  tanda  P- 1.1  

20
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Hal aman 14  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

sampai  dengan      P- 3.3 ,  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N0

.

Kode Per iha l Ke

t
1. P - 1.1 Bukt i  Pembayaran  Pajak  Bumi  

dan Bangunan Tahun 2009;
2 P- 1.2 Bukt i  Pembayaran  Pajak  Bumi  

dan Bangunan Tahun 2010;
3 P- 1.3 Sura t  kete rangan  Gant i  Garapan  

dar i  Basru l  Serro  ke  J.  

Sinaga,  tangga l  29  Oktober  

1989;
4 P- 1.4 Kwi tans i  atas  nama J.  Sinaga,  

tangga l  29 oktober  1989;
5 P- 1.5 Sura t  kete rangan  Lurah  Kandang  

Mas  Nomor  :  

593.2 /132 /05 .1003 /2006  tangga l  

26  September  2006  dan  Sura t  

Pernya taan  j .  Sinaga  tangga l  

20 September  2006;
6 P- 1.6 Sura t  Pernya taan  Wiharman 

tangga l  06 Januar i  2009;
7 P- 1.7 Sura t  Keterangan  Kepala  Desa 

Kandang  Nomor  :  

593.2 /36 /V /Kdg /SL .  Tanggal  28 

Mei  1992  dan  Sura t  Pernya taan  

J.S inaga   tangga l  22 Mei  1992;

21
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Hal aman 15  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

8 P- 2.1 Sura t  Pernya taan  Usman Efend i  

tangga l  02 Januar i  2011;
9 P- 2.2 Sura t  pernya taan  Wahi rman  

tangga l  02 januar i  2011;
10 P- 2.3 Sura t  pernya taan  Batman  Bin  

Aj i  Hasan  tangga l  02  Januar i  

2011;
11 P- 2.4 Sura t  Pernya taan  Her i  Purwanto  

tangga l  02 Januar i  2011;
12 P- 2.5 Sura t  Pernya taan  Sar ipud in  

tangga l  02 Januar i  2011;
13 P- 3.1 Ber i t a  Acara  Tanggal  13 

Oktober  2009 ;
14 P- 3.2 Tanda  Bukt i  lapo r  Nomor.  Pol .  

:LP- B/689/X I / 2009 /S IAGA  OPS 

tangga l  02  November  2009  dan 

Laporan  Pol i s i  Nomor.  Pol  :  

LP- B/689/X I / 2009 /S IAGA OPS;
15 P- 3.3 Sura t  Panggi l an  Nomor  :  

SPG/14/X I I / 2 010 /P rov  tanga l  

Desember  2010;
Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya  Ter gugat   te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  berupa  fo to  copy  yang  te l ah  di l ega l i s i r ,  

bermate ra i  cukup,  dan  te l ah  d ibe r i  tanda  T- 1 sampai  

dengan      T- 8,  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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N0

.

Kode Per iha l Ke

t
1. T- 1 Poto  Copy Buku Nikah  atas  nama 

Swani  Adjun  dan Sudaya Nomor :  

217/66  tangga l  25  Agustus  

1967;
2. T- 2 Sura t  Pernya taan  Perse tu j uan  

Ahl i  Waris  tangga l  04 Nopember  

2009;
3. T- 3 Sura t  kete rangan  Ahl i  Waris  

tanggga l  08 Nopember  2007;
4. T- 4 Ber i t a  Acara  

Pengukuran /Pengecekan  Tanah 

Wakaf  tangga l  04  Nopember  

2009;
5. T- 5 Akta  Jua l  Bel i  Nomor  :  

66/PPAT/TLW/1982  tangga l  15 

Desember  1982;
6. T- 6 Akta  Jua l  bel i  Nomor  :  

25/PPAT/TLW/1982  tangga l  15 

Desember  1982
7. T- 7 a Akta  Ik ra r  Wakaf  Nomor  :  

319/W2  tahun  2009  tangga l  05 

Nopember  2009;
8. T- 7 b Akta  Penggant i  Ik ra r  Wakaf  

Nomor  :  320/W2  Tahun  2009 

tangga l  05 Nopember  2009;
9. T- 7 c Ik ra r  Wakaf  tangga l  05 

23

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 17  dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Nopember  2009;
10

.

T- 7 d Sura t  Pengesahan  Nazhi r  Badan 

Hukum Nomor  :  321  Tahun  2009  

tangga l  05 Nopember  2009;
11

.

T- 8 Akta  Pendi r i an  Yayasan  Al  

Ba’an i   Nomor  :  22  tangga l  09 

Desember  1998;
Menimbang,  bahwa dalam  pemer iksaan  Pers idangan  

in i  Penggugat  mengajukan  1  (sa tu )  orang  saks i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S

AHUN RUSFI ,  I . ,  BA.  (Saks i   PENGGUGAT)- - - - - - - - - - - - -

Tempat / t angga l  lah i r  :  MANNA,  07  Februar i  1950,  

jen i s  ke lamin  Lak i - lak i ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Bumi  Ayu  RT.  11,  

Kecamatan  Selebar ,  Kota  Bengku lu ,  agama  Is l am,  

Peker jaan  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Saks i  I  Penggugat  mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat   t i dak  mempunyai  

hubungan  ke lua rga  dan  t i dak  ada  hubungan  ker j a  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  ser ta  bersed ia  

d isumpah menuru t  agama Is l am ,  yang  menerangkan  bawa:  

- -

- Bahwa  saks i  ada lah  Lurah  di  Kelu rahan  Kampung 
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Melayu ; - - - - - - - -

- Bahwa saks i  tahu  ada  permasa lahan  tanah  anta ra  

Pengugat  dengan  ibu  

Rohani ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  tahu  tanah  mi l i k  Penggugat  

berdasarkan  pen in j auan  ke lokas i  dan  Sura t  

Keterangan  Tanah  yang  d i  tun jukkan  oleh  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  tahu  ada  sura t  Akta  Wakaf  yang  

d i t un j ukan  o leh  Ibu   Rohani  sebaga i  Ketua  

Yayasan  Al  -  Ba’an i  pada  bulan  Nopember  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pemer iksaan  Pers idangan  

in i  Tergugat   mengajukan  4  (empat )  orang  saks i ,  

masing- masing  ;  - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - SATARDIN  OBERTIEN.  (Saks i   I  

TERGUGAT)- - - - - - - - - - - - - - -

Tempat / t angga l  lah i r  :  BENGKULU,  10  Oktober  

1970,  jen i s  ke lamin  Lak i - lak i ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Rafkes ia  

I  No.  21  RT.  03/001 ,  Kelu rahan  Nusa  Indah ,  

Kecamatan  Ratu  Agung,  Kota  Bengku lu ,  agama 

Is l am,  Peker j aan  Wiraswasta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  I  Tergugat  mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  t i dak  mempunyai  

hubungan  ke lua rga  dan  t i dak  ada  hubungan  ker j a  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  ser ta  bersed ia  

d isumpah menuru t  agama Is l am ,  yang  menerangkan  bahwa 

:  

- Bahwa  saks i  ada lah  anak  ke- 2   dar i  a lmarhum 

Swani  Adjun  (pember i  

Wakaf ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  dan  saudara  yang  la i n  t i dak  

kebera tan  tanah  te rsebu t  di  

wakafkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa tanah  te rsebu t  dibe l i  o leh  orang  tua  saks i  

pada  tahun  1983  berdasarkan   Akta  Jua l  

Bel i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  tahu  yang  mengurus  tanah  se lama  in i  

ada lah  Ibu  

Rohani ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ROHANI.  (Saks i   I I  

TERGUGAT)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat / t angga l  lah i r  :  MUARA KELINGI ,  14  Apr i l  

1952,  jen i s  ke lamin  Perempuan,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Sumas 

Belakang  Perumdam   RT.  09/003 ,  Kelu rahan  

Kandang  Mas,  Kecamatan  Kampung  Melayu ,  Kota  

Bengku lu ,  agama  Is l am,Peker j aan  Wiraswasta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Saks i  I I  Tergugat  mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat ,  t i dak  mempunyai  

hubungan  ke lua rga  dan  t i dak  ada  hubungan  ker j a  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  ser ta  bersed ia  

d isumpah  menuru t  agama  Is l am ,  yang  menerangkan  
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bahwa:  

- Bahwa  saks i  ada lah  Ketua  Yayasan  Al  

Ba’an i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  yang  mewakafkan  tanah  te rsebu t  ada lah  

ke lua rga  Ibu  Sudayah  ( i s t r i  Swanu 

Adjun) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa  tanah  te rsebu t  te r l e t a k  di  RT 09  RW 03 

Kelu rahan  Kampung 

Melayu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  yang  mengurus  send i r i  tanah  te rsebu t  

sebe lum 

diwakafkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  pernah  d i l apo rkan  Penggugat  ke  

Pol i s i ; - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - MADSANI,  S.Ag.  (Saks i   I I I  

TERGUGAT)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat / t angga l  lah i r  :  CIREBON,  04  Jun i  1970,  

jen i s  ke lamin  Lak i - lak i ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Gang Amal  No.  

24  RT.  03  RW. 04  Kelu rahan  Kandang,  Kecamatan  

Kampung  Melayu ,  Kota  Bengku lu ,  agama  Is l am,  

Peker jaan  Pegawai  Neger i  Sip i l ;  

Saks i  I I I  Tergugat  mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat ,  t i dak  mempunyai  

hubungan  ke lua rga  dan  ada  hubungan  peker j aan  ker j a  

dengan  Tergugat  te tap i  t i dak  di  gaj i  langsung  oleh  

Tergugat  ser ta  bersed ia  d isumpah  menuru t  agama 

Is l am ,  yang  menerangkan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  Petugas  Kantor  Urusan  Agama yang  di  

utus  untuk  mengecek  lokas i  tanah  yang  akan  d i  

wakafkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ke lokas i  bersama- sama  dengan  Ibu  

Sudayah  dan  Ibu  Rohani  dan  beberapa  orang  

la i nnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  t i dak  tahu  ada permasa lahan  te rhadap  

tanah  
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te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menin jau  lokas i  berdasarkan  Akta  

jua l  Bel i  tahun  1983  yang  disampaikan  oleh  Ibu  

Sudayah   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SRI  KUSTINI  (Saks i   IV  

TERGUGAT)- - - - - - - - - - - - - - - - Tempat / t angga l  lah i r  :  

REJANG  LEBONG,  01  Jun i  1972,  jen i s  ke lamin  

Perempuan,  kewarganegaraan  Indones ia ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Belakang   Perumdam RT.  09  RW. 03  

Kelu rahan  Kandang  Mas,  Kecamatan  Kampung  Melayu ,  

Kota  Bengku lu ,  agama  Is l am,  Peker jaan  Ibu  Rumah 

Tangga;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  I I I  Tergugat  mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat ,  t i dak  mempunyai  

hubungan  ke lua rga  dan  t i dak  ada  hubungan  peker j aan  

dengan  Tergugat  dan  Penggugat  ser ta  bersed ia  

d isumpah menuru t  agama Is l am ,  yang  menerangkan  bahwa 

:  

- Bahwa saks i  had i r  sebaga i  sa lah  satu  saks i  da lam 

penyerahan  tanah  wakaf  

30
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te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  tahu  ada  sengketa  tanah  anta ra  Ibu  

Rohani  dan  Penggugat  pada  tahun  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  Penggugat  pernah  datang  lag i  pada  awal  

tahun  2010  untuk  menjua l  tanah  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa tanah  yang  diwaka fkan  te rsebu t  berhadapan  

seberang  ja l an  dengan  Yayasan  Al  

Ba’an i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa dalam  pemer iksaan  Pers idangan  

in i  Maje l i s  Hakim menghadi r kan  2 (dua)  orang  saks i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 21 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAHIRMAN  (Saks i  I  

MAJELIS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat / t angga l  lah i r  :  LUBUK CIK,  10  Februar i  

1952,  jen i s  ke lamin  Lak i - lak i ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Belakang  

Perumdam,  Kelu rahan  Kandang  Mas,  Kecamatan  

Kampung  Melayu ,  Kota  Bengku lu ,  Agama  Is l am,  

Peker jaan  Wiraswasta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  I  Maje l i s   mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat   t i dak  mempunyai  

hubungan  ke lua rga  dan  t i dak  ada  hubungan  ker j a  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  ser ta  bersed ia  

d isumpah  menuru t  agama  Is l am ,  yang  menerangkan  

bahwa:  - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ada lah  mantan  Ketua  RT 09  RW 03 

Kelu rahan  Kampung  Melayu  yang  menjaba t  dar i  

tahun  2006  sampai  dengan  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  tahu  ada  tanah  Penggugat  di  RT 

09; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa  saks i  tahu  ada  sengketa  dia tas  tanah  

te rsebu t  dan  pernah  dise lesa i kan  oleh  

Lurah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa saks i  menerangkan  bahwa  RT 06  dan  RT 09 

ada lah  berada  pada  wi layah  yang  

berbeda ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  tahu  tanah  yang  diwaka fkan  ke  

Yayasan  Al  

Ba’an i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MAHARUDIN  (Saks i   I I  

MAJELIS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat / t angga l  lah i r  :  MANNA,  01  Jun i  1960,  

jen i s  ke lamin  Lak i - lak i ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Belakang  

Perumdam RT.  09 RW. 03 ,  Kelu rahan  Kandang Mas,  

Kecamatan  Kampung Melayu ,  Kota  Bengku lu ,  agama 

Is l am,  Peker j aan  Dagang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  I I  Maje l i s  mengatakan  bahwa  ia  kena l  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  t i dak  mempunyai  
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Hal aman 22 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

hubungan  ke lua rga  dan  t i dak  ada  hubungan  ker j a  

dengan  Penggugat  dan Tergugat  ser ta  bersed ia  

d isumpah menuru t  agama Is l am ,  yang  menerangkan  bahwa 

:  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  ada lah  Ketua  RT 09  RW 03  Kelu rahan  

Kampung  Melayu  dar i  tahun  2009  sampai  dengan  

sekarang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  tahu  ada  permasa lan  tanah  Penggugat  

dengan  ibu  Rohani  sek i t a r  bulan  Agustus  2010,  

Saks i  mencer i t a kan  bahwa datang  4 orang  kerumah  

saks i  yang  menanyakan  bahwa apakah  benar  di  RT 

09  ada  tanah  mi l i k  Penggugat ,  dan  saks i  

mengatakan  benar  ada  dan  saks i  je l askan  bahwa 

tanah  te rsebu t  sedang  bermasa lah ,  dan  te rse rah  

pada  mereka  untuk  membel i  atau  t i dak ,  sebu lan  

kemudian  orang  te rsebu t  datang  lag i  dan  meminta  

saya  untuk  menandatangan i  akta  jua l  be l i ,  tap i  

saks i  

menolaknya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menerangkan  bahwa Wilayah  RT 06 dan  

RT  09  ada lah  berbeda  bukan  pemekaran  

wi layah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 23 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Menimbang,  bahwa  pihak  Penggugat  menyampaikan  

Kes impu lan  tangga l  11  Apr i l  2011,  dan  Tergugat  

t i dak  menyampaikan  

Kes impu lan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  se lan ju t nya  sega la  

sesuatu  te r j ad i  dan  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

perkara  in i  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  pada  

akh i rnya  mohon 

putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Dalam Eksepsi

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu juan  dar i  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  diu ra i kan  dalam 

duduknya  sengketa  te rsebu t  di  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 24 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

dalam perka ra   yang  d imohonkan  bata l  atau  t i dak  sah  

o leh    Penggugat  adalah  :  ……..

“Sura t  Keputusan   atas  d i t e rb i t k annya  Sura t  Akta  

Wakaf  yang  te rd i r i  atas  Akta  Ik ra r  Wakaf  (A IW)  

Nomor:  319/W2Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (APAIW) ,  Nomor:320 /W3/Tahun  2009  

masing- masing  te r t angga l  05  Nopember  2009  oleh  

Tergugat ,  Kepala  Kanto r  Urusan  Agama (KUA   )  

Kecamatan  Selebar  Kota  Bengku lu  (  v ide  bukt i  T-

7.a  dan  T  - 7.b )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te lah  memanggi l  secara  patu t  

dengan  sura t  te rca ta t  mela lu i  Kepani te raan  

Pengadi l an  ca lon  pihak  ket i ga  yang  berkepent i ngan  

langsung  dengan  objek  perkara  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te lah  member ikan  jawabannya  

te r t angga l  09 Pebruar i  2010 ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  dalam   jawabannya  
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Tergugat  in  casu  Kepala  Kantor  Agama  (KUA)  

Kecamatan  Selebar  Kota  Bengku lu   t i dak  secara  nyata  

dan  eksp l i s i t  menyampaikan   ekseps i - ekseps inya  

te tap i   dalam sa lah  satu  jawaban  te rsebu t    menuru t  

hemat  Maje l i s  Hakim,   Tergugat   te lah  menyinggung  

ten tang  ekseps i  abso lu t  mengenai  kewenangan  

mengadi l i  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  o leh  karenanya  

maje l i s  akan  memeper t imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  

ekseps i  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  

bahwa  dengan  adanya   Ekseps i  Abso lu t  te rsebu t   ,  

maka sesua i  dengan  keten tuan   Undang –Undang Nomor  5 

Tahun  1986  sebaga imana  yang  te lah  d i rubah  dan  

d i t ambah  dengan  Undang- Undang  nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang  –Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  pada  

Pasal  77 ayat  1  berbuny i  : …………………………………..

“  Ekseps i      ten tang     kewenangan   Abso lu t  

Pengadi l an  dapat  dia jukan  set i ap  waktu  se lama 

pemer iksaan  ,  dan    meskipun   t i dak  ada  ekseps i  

ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengad i l an  apabi l a  Hakim 

mengetahu i  hal  i t u ,  ia  karena  jaba tanya  waj i b  
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menyatakan  bahwa  Pengadi l an  t i dak  berwenang  

mengadi l i  sengketa  yang  bersang  kutan ,  maka sebe lum 

memer iksa  pokok  perkaranya  Maje l i s  akan  

memeper t imbangkan  ekseps i  yang  dia jukan  o leh  p ihak  

Tergugat  te rsebu t  te r l eb i h  dahulu  “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang  bahwa  ,da lam  jawabannya  Tergugat  

menyatakan  bahwa pada dasarnya  suatu   Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  harus lah  berdasarkan  pasa l  1  angka  3 

Undang–Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  yang  

te lah  di rubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  

nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  kedua  atas  

Undang  –Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  berbuny i  :

…………………………………………………………………….

“  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  d ike lua rkan  o leh  Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

t i ndakan  hukum  Tata   Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ,  yang  bers i f a t  konkre t  ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bagi  
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seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  “ ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim akan  

meni la i  apakah  Sura t  Keputusan  objek   sengketa  

yang    d i t e rb i t k an    Tergugat    berupa   Sura t  Akta  

Wakaf  yang  te rd i r i  atas  Akta  Ik ra r  Wakaf  (A IW)  

Nomor:  319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (APAIW  )  Nomor  :320 /W3/Tahun  2009  

masing- masing  ber tangga l  05  Nopember    2009   te l ah  

sesua i    dengan    apa   yang  te l ah  disya ra t kan  oleh  

pasa l   1  angka  3  Undang–Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  yang  te l ah  di robah  dan  di tambah  dengan  

Undang- Undang  nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  

kedua  atas  Undang –Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  suatu  Sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  menuru t  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  yang  te lah  d i rubah  

dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  Nomor   51  tahun  

2009  ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang- undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 
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Negara ,  harus lah  memenuhi  unsur - unsur  sebaga i  

ber i ku t :………………………………………………………………………..

1. Penetapan  te r t u l i s  yang  d ike lua rkan  o leh  Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Berdasarkan  pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku  ;  - -

4. Bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menimbulkan  ak iba t  hukum  bagi  seseorang  atau  

badan  hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   menuru t  hemat  Maje l i s  bahwa 

di l i h a t  dar i  bentuknya   Sura t  Akta  Wakaf  yang  

te rd i r i  atas  Akta  Ik ra r  Wakaf  (A IW)  Nomor:  

319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  Akta   Ik ra r  

Wakaf  (APAIW  )  Nomor  :320 /W3/Tahun  2009  masing-

masing  ber tangga l  05  Nopember  2009  (  v ide  bukt i  T-

7.a  dan T- 7.b  )  ada lah  Sura t  Keputusan   dalam bentuk  
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penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  o leh  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  dalam ha l  in i  Tergugat  in  

casu  Kepala  Kantor  Agama (KUA)   Kecamatan  Selebar  

Kota  Bengku lu ,  seh ingga  unsur  per tama  ya i t u  

Penetapan  Ter tu l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara   te l ah  te rpenuh i  seper t i  

yang  d isya ra t kan  oleh   pasa l  1 angka  3 Undang–Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  yang  te lah  d i robah  

dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang  –Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ;  

Menimbang,  bahwa  syara t  se lan ju t nya  dar i  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa suatu  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  

Negara  ( rec thande l i ng )  te rsebu t  pada dasarnya  ada lah  

suatu  pernya taan  kehendak  (w i l s ve r k l a r i n g )  dar i  

Badan  atau  jaba tan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  

seh ingga  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

d i t e rb i t k an  te rsebu t  te l ah  nyata  di te rb i t k an  atas  

hal  berbua t  atau  t i dak  berbua tnya  Badan atau  Jabatan  
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Tata  Usaha  Negara  yang  pada  konsekwens inya  t i ndakan  

hukum te rsebu t  te r l epas  dar i  unsur  paksaan  (dwang)  

atau  sa lah  k i ra  (dwal i ng )  ataupun   t i puan  (bedrog )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  se lan ju t nya  Maje l i s  akan  

mempert imbangkan   te rhadap  objek  sengketa  Sura t  Akta  

Wakaf  yang  te rd i r i  atas  Akta  Ik ra r  Wakaf  (A IW)  

Nomor:  319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (APAIW  )  Nomor  :320 /W3/Tahun  2009  

masing- masing  ber tangga l  05  Nopember  2009  apakah  

keputusan  te rsebu t  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  d i t e rb i t k an  Tergugat  atas  dasar  t i ndakan  

Hukum Tata  Usaha Negara  ;  -

Menimbang,  bahwa  Ik ra r  Wakaf  menuru t  Undang-

Undang  Nomor  41  Tahun  2004  ten tang  Wakaf  

menyebutkan  :…………………………

Pasal  1 angka  3 “  Ik ra r  Wakaf  ada lah  pernya taan  

kehendak  Waki f  yang  diucapkan   secara  

l i san  dan/ tu l i s an  kepada  Nazhi r  untuk  

mewakafkan  har ta  benda mi l i knya  “  ; - - -

Menimbang,  bahwa  Sedangkan  penger t i an  Waki f  

menuru t   Pasa l  1  angka  4,   Undang–Undang  Nomor  41  

Tahun  2004  ten tang  Wakaf  te rsebu t  ada lah  “P ihak  
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yang    mewakafkan  har ta  benda  mi l i knya  dan  orang  

yang  mener ima  har ta  benda  wakaf  untuk  dike lo l a  dan  

d ikembangkan  sesua i  dengan  perun tukannya  disebu t  

dengan  Nazhi r ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Ik ra r  Wakaf  yang  diucapkan  oleh  

Waki f   kepada  Nazi r  te rsebu t  d i t uangkan  dalam  Akta  

Ik ra r  Wakaf   o leh  Pejaba t  Pembuat  Akta  Ik ra r  Wakaf  

(PPAIW)  dan  ha l  in i  sesua i  dengan   Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  42  Tahun  2006  ten tang  pe laksanaan  

Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  ten tang  Wakaf   :

……………

Pasal  1 angka  6 “Ak ta  Ik ra r  Wakaf  ada lah  bukt i  

pernya taan  kehendak  Waki f  untuk  

mewakafkan  har ta  benda  mi l i knya  guna  

d ike lo l a  Nazhi r  sesua i  dengan  

perun tukan  har ta  benda  Wakaf   yang  

d i t uangkan  dalam bentuk  akta  “ ;  -

            Menimbang,  bahwa sedangkan   Akta  Penggant i  

Akta  Ik ra r  Wakaf  menuru t  pasa l  31,  Undang- Undang 

Nomor  41  Tahun  2004  ten tang  Wakaf   menyebutkan  :

……………………………………………
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Pasal  31 “  Dalam hal   perbua tan  wakaf  be lum 

di tuangkan  dalam   Akta     Ik ra r  Wakaf  

sedangkan  perbua tan  wakaf  sudah  

dike tahu i  berdasarkan  berbaga i  petun juk  

(qar i nah )   dan  2   (dua)   orang   saks i  

ser ta  Akta  Ik ra r  Wakaf  t i dak  mungkin  

dibua t  karena  Waki f  sudah  meningga l  

dun ia    atau  t i dak  dike tahu i   lag i  

keberadaanya  maka d ibua t  Akta  Penggant i  

Akta  Ik ra r  Wakaf  

“ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  se lan ju t nya  pada  pasa l  32  

Undang- undang  Nomor  41  tahun  2004  ten tang  wakaf  

menyebutkan  :………………….

Pasal  32 “  Pejaba t  Pembuat  Akta  Ik ra r  Wakaf  

atas  nama  Nazi r  mendaf ta r kan  Har ta  

benda  wakaf  kepada  Ins tans i  yang  

berwenang  pal i ng  lambat  7  ( tu j uh )  har i  

ker j a  se jak  Akta  Ik ra r  Wakaf  di tanda  

tangan i  “  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya   pasa l  35  Ayat  4 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  42  tahun  2006  menyatakan  
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bahwa :……………..

Pasal  35 Ayat  4 “Pe jaba t      Pembuat     Akta  

Ik ra r   Wakaf    atas   nama  Nazhi r  waj ib  

menyampaikan  Akta  Penggant i  Akta  Ik ra r  

Wakaf  beser ta  dokumen pelengkap  la i nnya  

kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  /  Kota  setempat  da lam  rangka  

pendaf ta ran  wakaf  tanah  yang  

bersangku tan  dalam  jangka  waktu  pal i ng  

lama  30  har i  se jak  penanda  tanganan  

Akta  Penggant i  Akta  Ik ra r  Wakaf  “  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang  bahwa dar i  keten tuan  Pasal  35 Ayat  4 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  42  tahun  2006  te rsebu t  

d ia tas  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim Akta  Ik ra r  Wakaf  

(A IW)  te rsebu t  hanya lah  untuk  di j ad i kan  ala t  bukt i  

pendaf ta ran  wakaf  tanah  kepada  Kepala  Kantor  

Per tanahan  setempat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

  Menimbang  bahwa dalam hal  in i  Waki f  asa l  atas  

nama  almarhum  H.Swani  Adjun ,  SH te lah  meningga l  

45

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dunia  dan  sesua i  dengan  Sura t  Kemat ian  No:  

4743/13 /1004 /2007  seh ingga  da lam hal  in i  Akta  Ik ra r  

Wakaf  harus  d ibua tkan  lag i  da lam  bentuk  Akta  

Penggant i  Akta  Ik ra r  Wakaf  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa da lam hal  te rb i t n ya  Akta  Ik ra r  

Wakaf  Nomor:  319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  

Ik ra r  Wakaf  Nomor:  320/W3/Tahun  2009  te r t angga l  05 

Nopember  2009  (v i de  bukt i  T- 7.a  dan  T- 7,b  )  sebaga i  

objek  sengketa  dalam  perkara  aquo  ada lah  menuru t  

hemat  Maje l i s  akta  pernya taan   kehendak  dar i  Hj .  

Sudaya  bin t i  Bahi r  sebaga i  ahl i  war is  dan is t r i  yang  

sah  dar i  Almarhum H.Swani  Adjun ,SH  (v i de  bukt i  T- 1)  

yang  ber t i ndak      sebaga i     Waki f     untuk  

mewakafkan  seb idang  tanah  Hak  Mi l i k  Adat  Nomor  

42/SK/1981  se luas  880  m2,  te r l e t a k  di  Desa  Kandang  

Mas,  Kecamatan  Kampung  Melayu  Kota  Bengku lu  kepada  

Rohani  Bin t i  Zaina l  Abid in  sebaga i  Nazhi r  d ihadapan  

Pejaba t  Pembuat  Akta  Ik ra r  Wakaf  (  PPAIW)  dalam ha l  

in i  Tergugat  In  Casu  ada lah  Kepala  Kantor  Urusan  

Agama  (  KUA)  Kecamatan  Selebar  Kota  

Bengku lu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 31 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

- - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap   te rb i t n ya  Akta  Ik ra r  

Wakaf  Nomor  :  319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  

Ik ra r  Wakaf  Nomor  :  320/W3/Tahun  2009  te r t angga l  05 

Nopember  2009,  se lu ruh   anak- anak  dar i  H.  Swani  

Adjun  ,SH  te lah  member ikan  perse tu j uannya  untuk  

mewakafkan  tanahnya  te rsebu t   (v i de  bukt i  T- 2)  dan  

dalam kete rangan  saks i  d ipers i dangan  sa lah  satu  anak  

a lmarhum  te rsebu t  ya i t u  Satardy  Ober t i en ,  SH juga  

te lah   memperkuat  bukt i  T- 2  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  rangka ian  ura ian  te rsebu t  

d ia tas  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  te rb i t n ya  

Akta  Ik ra r  Wakaf  Nomor  :  319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  

Penggant i  Ik ra r  Wakaf  Nomor  :  320/W3/Tahun  2009  

te r t angga l  05  Nopember  2009  yang  d ike lua rkan  oleh  

Tergugat  hanya lah   pencata tan  kehendak  (Wi lno rm ing )  

dar i  Para  Pihak  dalam ha l  in i  Waki f  atas  nama  Hj .  

Sudaya  bin t i  Bahi r  kepada   Nazhi rnya  Rohani  Bin t i  

Zaina l  Abid in  dihadapan  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  

Pembuat  Akta  Ik ra r  Wakaf  (PPAIW),  seh ingga  t i dak  

mengandung  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(Bes l i s s i ng ) ; - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 32 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Menimbang,  bahwa   dengan  demik ian  Sura t  

Akta  Wakaf  yang  te rd i r i  atas  Akta  Ik ra r  Wakaf  (A IW)  

Nomor  :  319/W2/Tahun  2009  dan  Akta  Penggant i  Akta  

Ik ra r  Wakaf  (APAIW) ,  Nomor  :  320/W3/Tahun  2009  

masing- masing  te r t angga l  05  Nopember  2009  oleh  

Tergugat ,   Kepala  Kanto r    Urusan  Agama   (KUA)  

Kecamatan   Selebar   Kota  Bengku lu  ,   t i dak l ah  

te rmasuk  sebaga i  suatu   penger t i an  Sura t   Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  yang   d imaksud  dalam 

pasa l   1  angka  3  Undang  –Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  yang  te l ah  di rubah  dan  di tambah  dengan  

Undang- Undang  nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  

kedua  atas  Undang –Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  maka  bera lasan  hukum 

bagi  Maje l i s  hak im  untuk  mener ima  Ekseps i  abso lu t  

dar i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pasa l  47 Undang –Undang Nomor  5 

Tahun  1986  sebaga imana  yang  te lah  d i robah  dan  

d i t ambah  dengan  Undang- Undang  nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang  –Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

48
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan  bahwa :……………………………………………………….

“  Pengad i l an  ber tugas  dan  berwenang,  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa   Tata  Usaha  

Negara  “ ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  berdasakan  

keten tuan  Pasal  47  te rsebu t  menuru t  hemat  Maje l i s  

ada lah  cukup  bera lasan  untuk  mener ima  ekseps i  

Tergugat  dan menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

t i dak  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus   dan  ser ta  

menyelesa i kan  sengketa  aquo   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana   dimaksud  da lam  sura t  

gugatan  Penggugat  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  abso lu t  

Tergugat    d i te r ima ,  maka  menuru t  hemat  Maje l i s  

Hakim te rhadap  pokok  sengketanya   t i dak  per l u  untuk  

d ipe r t imbangkan  lag i  dan  te rhadap  gugatan  Penggugat  

bera lasan  hukum  untuk  dinya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 33 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima  maka  biaya  yang  t imbu l  da lam 

sengketa  in i  d ibebankan  kepada  Penggugat  yang  

besarnya  sebaga imana  te ru ra i   da lam amar  putusan  in i  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  dan  

kete rangan  saks i - saks i  d ipe rs i dangan  yang  t i dak  

re levan  dalam  perka ra  in i  harus lah  dikesampingkan ,  

namun  demik ian  te rhadap  bukt i  bukt i  sura t  dan  

kete rangan  saks i - saks i  te rsebu t  te tap  te r l amp i r  

sebaga i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  berkas  

putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

yang  diubah  dan  di tambah    dengan    Undang- Undang  

nomor  9  Tahun  2009  dan  Undang- Undang    Nomor  51 

Tahun  2009  ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor   :  5  Tahun  1986   ser ta   Pera tu ran  

Perundang- Undangan  la i nnya  yang  bersangku tan  dengan  

perkara  in i  ;  

M E N G A D I  L I

DALAM EKSEPSI  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 34 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

– Mener ima  Ekseps i  dar i  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA 

– Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  di te r ima  

(n ie t  onvanke l i j k e  verk laa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

– Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  

perka ra  in i  sebesar   Rp.  187.100 , -   (  Sera tus  

Delapan  Puluh  Tujuh  Ribu  Sera tus  

Rupiah  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  Rapat  

Permusyawara tan  Maje l i s  Hakim     Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Bengku lu   pada  Har i   Senen,  tangga l  18 

Apr i l  2011 yang  te rd i r i  dar i  A.  KARIM MANAP, SH. ,MH.  

sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  RIDWAN AKHIR,  S.H.  

dan        GANDA   KURNIAWAN,  S.H.   masing- masing  

sebaga i  Hakim Anggota .  Putusan  mana diucapkan  dalam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum  pada  Har i  

Selasa ,  tangga l  19  Apr i l  2011  o leh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t  ser ta  d iban tu  oleh  BAMBANG HERMANTO CAYA 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idHal aman 35 dar i  35 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  02/ G/ 2011/ PTUN- BKL

S.H.  Pani te ra   Penggant i  dan    d ihad i r i   o leh  Kuasa  

Penggugat  dan   Tergugat  In  Person  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

HAKIM – HAKIM  ANGGOTA,                   HAKIM 
KETUA  MAJELIS,  

  

                  Ttd t td

 

    (  RIDWAN AKHIR,  S.H.  )                      (  A.  
KARIM MANAP, S.H.MH )  

                  Ttd

 (  GANDA KURNIAWAN, S.H.  )

PANITERA PENGGANTI,  

   Ttd

(  BAMBANG HERMANTO CAYA,  S.H.  )

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1. Pendaf ta ran  Gugatan       …………………Rp.        30.000 , -
2. Panggi l an         …………………………… Rp.        43.100 , -
3. Redaks i    ………………………………… Rp.          5.000 , -
4. Matera i  …………………………………..                 Rp.          6.000 , -
5. Leges  …………………………………….                 Rp.         3.000 , -
6. ATK ……………………                                         Rp.  

100.000 , -

   J  u  m  l   a  h   ………...…………………. Rp.       187.100  , -   
   (se ra tus  delapan  pu luh  tu j uh  r ibu  sera tus  rup iah )
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52


